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ABSTRACT

Accountability is one indicator in allocating village funds. There are
several stages in implementing accountability, namely transparency of financial
reports, public participation and so on. Along with the implementation of good
accountability, the use of the Village Fund Allocation (ADD) is often
misappropriated by those who manage finances, so that the creation of a Good
Governance system is hindered due to indications of these problems. Community
participation in budgeting is needed because the community knows the conditions
in the field which will later help in realizing the budget with the expected conditions.
The type of research in this research is descriptive qualitative with qualitative
methods. The results in this study are the realization of the Village Fund Budget
(ADD) of Parbuluan VI Village, Dairi Regency, which is in accordance with the
accountability indicators but not in accordance with the regent's regulations
(Perbub).

Key Word : Accountability, Village Fund Allocation
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ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator dalam mengalokasikan dana
desa. Terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan akuntabilitas yakni
transparansi laporan keuangan, partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Seiring
dengan pelaksanaan akuntabilitas yang baik, penggunaan Alokasi Dana Desa
(ADD) ini sering terjadinya penyelewengan oleh pihak yang mengelolah keuangan,
sehingga terciptanya sistem Good Governance menjadi terhalang karena indikasi
permasalahan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran
diperlukan karena masyarakat mengetahui kondisi dilapangan yang nantinya akan
membantu dalam mereaslisasikan anggaran dengan kondisi yang diharapkan. Jenis
penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode kualitatif.
Hasil dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Desa
Parbuluan VI Kabupaten Dairi telah sesuai dengan indikator akuntabilias namun
tidak sesuai dengan peraturan bupati (Perbub).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan sistem pemerintah pusat dan daerah
membutuhkan pola manajemen untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan pemerintah. Sistem pemerintahan desa diatur pada sistem
perundang-undangan Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang No.
6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum
masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul ataupun hak tradisional yang
diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa,
pemerintah pusat mempercayakan pembangunan desa kepada pemerintah
daerah terkait penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 No. 5
menyatakan bahwa sistem otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta
kewajiban otonomi daerah dalam mengatur serta mengurus sistem
pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat agar sesuai dengan
peraturan Undang-Undang.

Good Governance merupakan salah satu penyelenggaraan
pembangunan yang pertanggungjawabannya sejalan dengan prinsip
demokratis, penghindaran alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi

dengan menggunakan seperangkat aturan negara yang diciptakan bersama
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oleh pemerintah negara dan kepentingan masyarakat (Astriandy, 2018).
Selama masa reformasi terdapat beberapa perubahan yang dilakukan
pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pemerintah yang bersih dan
berwibawa atau yang dikenal dengan istilah Good Governance. Hal ini
dilakukan tidak lebih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Untuk menjalankan sistem pemerintahan desa yang
Good Governance, diperlukan akuntabilitas yang baik terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akuntabilitas merupakan perwujudan
kewajiban seseorang atau unit organisasi yang akan
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara periodik. Selain itu pemerintah juga dituntut
bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil dalam
pelaksanaannya, sehingga harus diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas
dalam APBDes.

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, dibutuhkan anggaran
yang besar. Anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang akan
dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter
atau satuan uang (Mardiasmo, 2017). Setiap desa yang akan melaksanakan
pembangunan desa akan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun
dengan jumlah tetentu tergantung seberapa besar kebuthuan Desa tersebut

dalam melaksanakan pembangunan Desa, Supheni (2016). Pada masa
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pemerintah yang demokrasi aspirasi masyarakat menjadi pedoman untuk
tercapanya Good Governance. Dimana higga saat ini akuntabilitas kinerja
dari pemeirntah Desa dapat dilihat dari laporan  keuangan yang
dipublikasikan kepada  masyarakat dalam  bentuk laporan
pertanggungjawaban.

Laporan tersebut berisikan kemampuan pemerintah desa dalam
mengalokasikan anggaran agar tercapai pemerataan dan kesejahteraan
kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian didaerah
tersebut. Selain pemahaman akuntansi pemerintahan yang baik, perlu
dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat
agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Supheni (2016) bahwa pelaksanaan pembangunan desa
harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan
dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan
pembangunan desa.

Untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang Good Governance
Desa Parbuluan VI diikat dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-
undang nomor 6 tahun 2014 sebagai acuan pemerintahan untuk melaksanakan
pembangunan serta mendukung terwujudnya kesejahteraan terhadap
masyarakatnya. Dalam upaya pemerintah desa dalam mewujudkan
pembangunan serta meningkatkan kesejateraan masyrakat, pemerintah desa
tidak terlepas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

dimana pada APBDes terdapat dua jenis pendapatan desa yaitu Dana Desa
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(DD) yang berasal dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang
berasal dari pemerintah daerah. ADD yang berasal dari Pemerintah Daerah
memilki pengaruh besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan
sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain dimana ADD ditujukan
langsung pada peningkatan sumber daya manusia dan aspek-aspek lainnya
bagi masyarakat pada sebuah desa. Apabila ADD dikelola dengan baik sesuai
dengan perturan daerah yang berlaku dimana pada penilitian ini yaitu
Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta
Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta
penetapan besaran ADD tahun anggaran yang berkenaan, maka hasilnya akan
berdampak pada peningkatan pelayanan publik di desa tersebut, partisipasi
masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan
bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Putu (2020), penggunaan ADD ini sering terjadinya
penyelewengan oleh pihak yang mengelolah keuangan, sehingga terciptanya
sistem Good Governance menjadi terhalang karena indikasi permasalahan
tersebut. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran diperlukan
karena masyarakat mengetahui kondisi dilapangan yang nantinya akan
membantu dalam mereaslisasikan anggaran dengan kondisi yang diharapkan
(Ressen, 2014). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Supheni (2016)
mengenai  akuntabilitias penyelenggaraan pemerintah desa dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukan hasil pada
besar jumlah persentase penggunaan ADD yang sedikit melebihi dari yang

ditetapkan.
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Setiap desa memiliki ragam pola pelaksanaan pemerintah desa, sesuai
dengan target dan fokus pemerintah desa tersebut, Berkenaan dengan
fenomena tersebut, penelitian yang dilakukan pada saat melaksanakan
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Desa Parbuluan VI, Kecamatan
Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan analisis
terkait kemampuan pihak desa untuk melaksanakan akuntabilitas yang baik
dan benar sehingga tercapainya Good Governance. Berdasarkan
permalasahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
terkait akuntabilitas pemerintahan desa yang berjudul “AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017-2020 (STUDI KASUS DI
DESA PARBULUAN VI KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN
DAIRI)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang
didapat adalah bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pemerintah desa
dalam mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parbuluan VI
Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat maka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem
akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2017-2020.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini bisa menjadi acuan dan sumber literatur bagi penelitian
selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Desa
Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan untuk
mengevaluasi secara internal bagaimana penerapan sistem akuntabilitas
yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3. Bagi Akademisi
Penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan
pemerintah dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait

akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelolah anggaran dana desa

(ADD).
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas
2.1.1 Definisi Akuntabilitas

Menurut Halim (2014) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan atau menanggapi dan menerangkan kinerja serta
tindakan seseorang atau badan hukum untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum ataupun pimpinan suatu
pemerintah kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2017)
akuntabilitas merupakan suatu kewajiban memberi tahu serta
bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi
pemerintah dalam mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya,
melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Berdasarkan uraian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan
menjelaskan kinerja seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang
memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan
yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.
Akuntabilitas meliputi pemberian data keuangan kepada masyarakat serta
pengguna lain, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai
pertangungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan (Elgia

dan Eva, 2011)
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2.1.2 Prinsip Akuntabilitas
Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (2007) adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan seluruh staf harus memiliki komitmen untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Sistem yang dibuat harus menjamin dalam pemakaian sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Bisa menujukan tingkatan pencapaian target serta tujuan yang
telah ditetapkan

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh

5. Jujur, objektif, transparan, serta akurat

6. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian dan

sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan
ADD maka meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
(Solekhan, 2017). Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini berfokus
pada bagaimana perencanaan dan transparasi dalam mencapai tujuan,
kesesuaian penggunaan alokasi dana desa dan kemampuan tim pelaksana.
Berdasarkan prinsip tersebut maka peneliti akan menjadikan indikator
dalam menganalisis alokasi dana desa. Indikator merupakan alat ukur dalam

mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013).
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2.1.3 Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit
organisasi yang akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian  tujuan  yang telah  ditetapkan  melalui  media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah harus bersifat transparan,
partisipatif dan melipatkan segala elemen yang terdapat dilingkungan
masyarakat (Mardiasmo, 2017), sehingga pemerintah desa bisa mencapai
sistem pemerintahan yang baik (good governance) dalam menjalankan

kegiatan alokasi dana desa.

2.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus
pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudiaan diikuti
dengan  penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus
pengelolaan keuangan Desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait
dengan 3 (tiga) fokus penelitian terkait proses pengelolaan yaitu perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban menurut Permendagri 113 tahun 2014 tentang pedoman

pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut :
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a. Perencanaan
Perencanaan keuangan pemerintah Desa yang berupa APBDes
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berkenaan.

2. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang
APBDesa kepada kepala Desa.

3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya
disampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan
disepakati bersama.

4. Kesepakatan bersama antara kepala Desa dengan Badan
Permusyawaratan Desa paling lambat bukan oktober tahun berjalan.

5. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati
bersama tersebut selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa kepada
Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.

6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh)
hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

b. Pelaksanaan
Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :
1. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
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2. Khusus Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan
diwilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah.

4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang
ditetapkan dalam APBDesa.

5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa dalam jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah
Desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam  peraturan
Bupati/Walikota.

6. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai
yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang
ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

7. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian
Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

8. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai
dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris Desa
dan disahkan oleh Kepala Desa.

9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan
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mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

10. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan
Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.

11. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa
diterima.

12. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran,
Sekertaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) berkewajiban untuk meneliti kelengkapan
permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan,
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana
untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan
pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

13. Berdasarkan hasil verifikasi sekertaris desa, kepala Desa menyetujui
permintaan pembayaran dan bendahara Desa melakukan pembayaran
dan pencatatan pengeluaran.

14. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

15. Pengadaan barang dan jasa di Desa dilaksanakan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.
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16. Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan keuangan Desa
dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluran serta
melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.

17. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara Desa
dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak
dan buku bank.

18. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap
bulan kepada kepala Desa paling lambat tanngal 10 bulan berikutnya.

19. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepaada Bupati/walikota, berupa laporan semester pertama
disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan
semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari
tahun berikutnya.

c. Pertanggungjawaban
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes ada
beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

1. Setiap  akhir  tahun  anggaran, kepala  Desa  wajib
mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes.

2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut terdiri
dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan :

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes tahun anggaran berkenaan.
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b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember.
c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang
masuk ke Desa.

4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan
secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang
mudah diakses, antara lain : papan pengumuman, radio komunitas dan
media inforamsi lainnya.

5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan
kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

2.3 Alokasi Dana Desa
2.3.3 Definis Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu menjadi sumber pendapatan
desa. Dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 ADD berasal dari
APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa
paling sedikit 10%. Dapat dikatakan juga ADD merupakan bantuan dana
desa yang di berikan pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa. Dalam
melaksanakan pembangunan di Desa diperlukan biaya yang tidak sedikit.
Di setiap desa di Indonesia diberikan ADD setiap tahunnya dengan jumlah

tertentu untuk pembangunan desa tersebut.
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2.3.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 alokasi dana
desa memliki alur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah sebagai
berikut sebagai berikut :
a. Penyaluran ADD
Penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa
melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Desa (RKUD) ke
Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran ADD dilakukan secara
bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati/walikota yang telah
ditetapkan.
b. Penggunaan ADD
Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan
kedalam APBDes yang bersumber dari ADD. Penggunaan ADD pada
bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Bidang pembangunan Desa,
Pemberdayaan kemasyarakatan Desa, dan Pembinaan kemasyarakatan
Desa ditentukan berdasarkan peraturan Bupati/walikota yang telah
ditetapkan,.
c. Pembinaan dan Pengawasan
Tugas pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas
Daerah , pemerintah Desa, Camat, dan pemerintah Daerah.
2.4 Ukuran Penilaian Alokasi Dana Desa
Ukuran penilaian alokasi dana desa, tingkat rendahnya efektivitas juga
dapat diketahui dengan membandingkan sebuah rencana yang telah

ditentukan dengan realisasi yang telah dilakukan. Menurut Amalia (2020),
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adapun kriteria penilaian terhadap pencapaian tujuan tersebut efektif atau

tidak ditentukan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1.

Kepastian terhadap tujuan yang hendak dicapai, hal ini diperlukan untuk
pengendalian karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran
dan tidak keluar dari tujuan organisasi sehingga tujuan tersebut dapat

tercapai.

. Strategi pencapaian tujuan yang jelas, telah diketahui bahwa strategi

merupakan jalan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan
agar para pelaksana tugas tidak salah dalam pelaksanaan pencapaian

tujuan organisasi.

. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, memiliki kaitan

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan,
artinya kebijakan haruslah dapat menjadi sebuah jembatan untuk tujuan-

tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti mengambil keputusan

terkait apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

. Penyusunan program yang tepat, memberikan penjelasan terkait program-

program pelaksanaan yang tepat, karena jika itu tidak dilaksanakan maka
kemungkinan besar para pelaksana kerja akan kurang memiliki acuan

dasar untuk bertindak dan bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun rumus untuk mengukur

efektiftas laporan anggaran ADD menurut Depdagri, Kemendagri Nomor

690/900/327 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
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Realisasi ADD

Efektifitas = Targecapp * 100
Keterangan : Efektifitas : Nilai hasil guna ADD
Realisasi ADD : Pelaksanaan ADD
Target ADD : Sasaran penggunaan ADD

2.5 Skala Pengukuran Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam menilai dan

memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan pada data

anggaran dan realitas alokasi dana desa melalui efektivitas. Adapun rasio

efektivitas yang digunakan menurut Kemendagri Nomor 690/900/327 Tahun

2006 pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Efektivitas
NO SKOR SKALA PENGUKURAN

1 100% Sangat Efektif

2 90%-100% Efektif

3 80%-89% Cukup Efektif

4 60%-79% Kurang Efektif

5 <60% Tidak Efektif

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini disajikan pada tabel

2.2 sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu
No | Peneliti Judul Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian
1 | Tama dan Akuntabilitas | 1. Menggunakan 1. Data  yang | Hasil penelitian yang
Wirama | Pemerintah Desa variabel x yang digunakan diperoleh
(2019) Dalam sama yakni peneliti hanya | menunjukan bahwa
Pengelolaan Al Akuntabilitas 1 tahun secara administrasi
okasi Dana Desa Pemerintah Desa | 2. Objek Pemerintah Desa
2. Data diambil penelitian Tumbu telah
dari laporan dilakukan di | transparan dan
Alokasi Dana desa yang | akuntabel dalam
Desa berbeda setiap tahap
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban
ADD. Hanya saja,
pemerintah desa
masih tetap merasa
kesulitan dalam
menyusun Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi
Pelaksanaan
APBDes Tahun
Anggaran 2018,
sehingga pemerintah
kecamatan perlu
memberikan
pendampingan  dan
bimbingan.
Hasil penelitian ini
2 Indrian Akuntabilitas 1. Menggunakan 1. Data yang menunjukkan
Supheni | Penyelenggaraan variabel yang digunakan Pemerintah Desa
(2016) Pemerintahan sama yakni peneliti hanya | Kerepkidul
Desa Dalam Akuntabiltas 1 tahun Kecamatan ~ Bagor
Pengelolaan Penyelenggaraan (2. Objek Kabupaten Nganjuk
Anggaran Pemerintah penelitian telah melaksanakan
Pendapatan Dan Desa. dilakukan di | penerapan  prinsip-
Belanja Desa | 2. Data diambil desa yang prinsip akuntabilitas
(APBDes) dari laporan berbeda terhadap pengelolaan
(Studi Alokasi Alokasi Dana APBDes tahun
Dana Desa Desa anggaran 2015.
Tahun Anggaran Pemerintah Desa
2015 Di Desa Kerepkidul telah
Kerepkidul membuktikan
Kecamatan komitmennya  atau
Bogor tanggungjawabnya
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Kabupaten dengan cara
Nganjuk) mematuhi dan
mengikuti  tahapan
serta ketentuan yang
berlaku sesuai
dengan Peraturan
yang telah
dikeluarkan oleh
Bupati Nganjuk.
Namun dalam
penerapannya masih
ditemukan
permasalahan yakni
pada besar jumlah
persentase yang
sedikit melebihi dari
yang ditetapkan.
Diharapkan  untuk
pelaksanaan
kedepannya,
pemerintah Desa
Kerepkidul
Kecamatan = Bagor
Kabupaten Nganjuk
bisa melaksanakan
pengelolaan ~ ADD
berdasarkan
peraturan yang ada
secara keseluruhan.
3 | Kumalasari | Transparansi Menggunakan Objek Hasil penelitian ini
dan Dan variabel yang penelitiannya | menunjukkan bahwa
Riharjo Akuntabilitas sama yaitu di lakukan di | pemerintah Desa
(2016) Pemerintah Desa Akuntabilitas desa  yang | Bomo Kecamatan
Dalam Dalam berbeda Rogojampi
Pengelolaan Pengelolaan Kabupaten
Alokasi Dana Alokasi Dana Banyuwangi  telah
Desa Desa. melaksanakan
Data yang prinsip-prinsip
digunakan di transparansi dan
ambil dari akuntabilitas  pada
Alokasi Dana pengelolaan  ADD.
Desa Perencanaan dan
Teknik pelaksanaan Alokasi
pengumpulan Dana Desa telah
datanya diambil menerapkan prinsip
langsung dengan transparansi dan
melakukan akuntabilitas.
waawancara, Sedangkan
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dokumentasi,
dan mengambil
laporan
keuangan desa

Pertanggungjawaban
ADD secara fisik
sudah menunjukkan
pelaksanaan  yang
transparan dan
akuntabel, namun
dari sisi administrasi
masih  diperlukan
adanya  perbaikan
sehingga perlu
pembinaan lebih
lanjut, karena belum
sepenuhnya  sesuai
dengan  ketentuan
peraturan perundang
undangan.

Sumber ; Data Olahan Peneliti 2022

2.7 Kerangka Berpikir

Semakin meningkatnya keinginan rakyat terhadap penyelenggaraan

pemerintah Good Governance di Indonesia sejak era reformasi, telah
mendorong penerapan Good Governance di semua level pemerintahan baik
pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah atau desa. Salah satu bentuk
pemerintahan yang baik ialah dengan adanya penerapan akuntabilitas yang
baik dalam sistem pemerintahan. Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan
BPKP (2007), menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintahan merupakan
perwujudan  kewajiban  seseorang atau unit  organisasi  buat
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara periodik. Berdasarkan penjelasan diatas maka
dapat diketahui bahwa akuntabilitas sangat perlu bagi masyarakat untuk dapat

dinilai dari hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
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Akuntabilitas pemerintah pada umumnya diperuntukan oleh masyarakat
selaku pemberi jabatan dan amanat terhadap pemerintah serta pihak lain yang
mengawasi dan menganalisa segala kegiatan pemerintahan. Dengan ini
peneliti ingin melihat bagaimana sistem pemerintah desa Parbuluan VI dalam
menerapkan sistem akuntabilitas yang baik dan benar kepada masyarakat.
Salah satu tonggak keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah
bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan serta
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien
melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan
yang dilakukan, dimana pembiayaan tersebut disebut dengan Alokasi Dana
Desa (ADD). ADD merupakan bantuan dana desa yang di berikan
pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa. ADD bersumber dari penerimaan
pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana
pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Besarnya jumlah bagi
hasil pajak daerah sebesar 10%. Dalam penggunaanya perlu melibatkan
partisipasi masyarakat, dikarenakan pengguanaan ADD rawan terhadap

penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya.

Berdasarkan penjeasan di atas peneliti ingin melihat apakah pemerintah
desa Parbuluan VI telah menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan
ketentuan penggunaannya. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan ADD
dinilai melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
yang dilakukan oleh pemerintah Desa.Berdasarkan dari keterangan yang telah
dijelaskan peneliti maka peneliti mebuat kerangka berpikir pada gambar di
bawah berikut ini.
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PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA

A4

AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA

PERENCANAAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017),
penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa ucapan, tulisan, gambaran dan perilaku yang diamati.
Penelitian ini akan memberikan penjelasan terkait pengelolahan ADD di
Desa Parbuluan VI tahun 2017-2020.
3.1.2 Lokasi Penelitian
Pada proses pengambilan data dan informasi maka lokasi penelitian
ini dilakukan di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi,
Sumatera Utara.
3.1.3 Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian yang dijelaskan pada tabel 3.1 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian
No | Keterangan | Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Okt—Des | Jan—Mei | Jun-Des | Jan | Feb Mar

1 Pengajuan

Judul
2 Bimbingan

Proposal
3 Seminar

Proposal
4 Pengumpulan

Data
5 Bimbingan

Hasil
6 Seminar

Hasil
7 Bimbingan

Skripsi
8 Sidang

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022
3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari keseluruhan objek ataupun
subjek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga menjadi perhatian
peneliti untuk dianalisis dan sehingga diambil sebuah kesimpulan
(Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) tahun

2017-2020.

3.2.2 Sampel
Sampel menurut Sugiyono (2017), adalah bagian dari keseluruhan
yang terdapat didalam sebuah populasi. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parbuluan VI

Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi tahun 2017-2020.
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3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dan pengukuran variabel diuraikan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional

No | Variabel Definisi Indikator Teknik
Pengambilan
Data
1 Akuntabilitas | Akuntabilitas Indikator Akuntabilitas Teknik
Pemerintah adalah yang digunakan dalam pengambilan
Desa. tanggungjawab penelitian ini adalah data yang
yang  diberikan | sebagai berikut : digunakan
kepada pihak 1. Perencanaan berupa teknik
yang menerima 2. Pelaksanaan wawancara
mandat  supaya 3. Pertanggungjawa | terstruktur dan
dapat mengelolah ban teknik
suatu sistem | (Sumber : Permendagri dokumentasi
dengan  kinerja | No. 113 Tahun 2014)
yang akan
diberikan.
2 | Alokasi Dana | Alokasi dana desa | Indikator ADD dapat Teknik
Desa (ADD). | berasal dari | dilihat dari persentasi pengambilan
APBD alokasi dana desa yang data yang
Kabupaten/Kota | digunakan. Berikut digunakan
yang bersumber | persentase yang berupa
dari bagian dana | mengukur efektivitas dan | dokumentasi
perimbangan tidak efektivitasnya (Laporan
keuangan pusat | penggunaan ADD : Realisasi
dan daerah yang | 100% = Sangat APBDes yang
diterima oleh | Efektif merupakan data
kabupaten  atau | 90%-99% = Efektif skunder) dan
kota untuk desa | 80%-89% = Cukup teknik
paling sedikit | Efektif wawancara
10%. 60%-79% = Kurang yang
Efektif merupakan
<60% = Tidak pengambilan
Efektif data primer
(Sumber Kemendagri | yang ditujukan

No. 690.900.327 Tahun
2006)

untuk
memperkuat
hasil dari data
skunder

Sumber ; Data Olahan Peneliti 2022
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3.4 Metode Pengumpulan Data
3.4.1 Jenis Data
a. Data Primer
Menurut Prastowo (2014), Data primer adalah data yang langsung
berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan
observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan
keuisioner dengan narasumber terkait dengan pengelolahan desa.
b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan data sekunder adalah
sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data
sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami
melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta
dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data laporan ADD tahun 2017-2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung dari melakukan
wawancara kepada aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa,
bagian keuangan, dan tokoh masyarakat. Kemudian data sekunder diperoleh
dari pengumpulan dokumen dan data keuangan Desa Parbuluan VI

Kabupaten Dairi.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu, sebagai

berikut:

1.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah cara pengumpulan data
dengan mengumpulkan arsip dan dokumen-dokumen pemerintah Desa.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anggaran alokasi
dana desa yang berfokus pada operasional pemerintahan, pembangunan,
pembinaan masyarakat sserta pemberdayaan masyarakat.

Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada perangkat desa dan
masyarakat seperti:

a. Kepala Desa

b. Sekretaris Desa

c. Bendahara Desa

d. Tokoh Masyarakat

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan
responden atau informan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan
untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2017), menyatakan bahwa
wawancara terstuktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan
data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode
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kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,
menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas suatu objek secara
deskriptif. Berikut ini merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan

analisis data penelitian, yaitu :

1. Mengumpulkan data laporan yang diperlukan dalam proses penelitian.

2. Melakukan analisis data terkait laporan pertanggungjawaban ADD.

3. Melakukan wawancara terkait hasil analisis yang telah dilakukan apakah
proses akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good
Governance atau tidak

4. Menilai hasil wawancara berdasarkan jawaban yang diberikan dari
narasumber.

5. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang

diberikan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Ac2ébted 5/8,/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)5/8,/22



Nama Lengkap - Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian pembahasan terkait Akuntabilitas
pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec.
Parbuluan, Kab. Dairi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses
perencanaan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Parbuluan VI telah
akuntabel sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 sebagai acuan
dalam pengelolaan keuangan. Namun dalam pelaksanaan realisasi APBDes
masih terdapat penggunaan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan
prioritas Perbup Dairi No. 6 Tahun 2017, Perbup Dairi No. 5 Tahun 2018,
Perbup Dairi No.2 Tahun 2019 yang berfokus pada penyelenggaraan dan
pelaksanaan program kegiatan Bidang pemerintahan dan Bidang pembinaan
Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan Perbup Dairi No.9 Tahun 2020 mengatur
penggunaan ADD di prioritaskan untuk Bidang pemerintahan, Bidang
Pembinaan kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, dan Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan Desa namun pemerintah Desa hanya menggunakannya pada
Bidang Pemerintahan Desa saja. dan tanpa memuat keterangan dana yang
digunakan berasal dari anggaran dana Desa, ADD, atau berasal dari pendapatan

lain.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD

di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi serta beberapa kesimpulan

yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya

dapat membantu pada pihak pembaca antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai akuntabilitas
pemerintah Desa dalam pengelolaam ADD diharapkan lebih detail
mengikuti perkembangan peraturan yang ada, dikarenakan setiap tahunnya
terus dilakukan pembaruan peraturan. Tidak setiap Desa mengikuti
peraturan yang ada mengingat tidak semua Desa sanggup mengikuti
ketentuan peraturan yang ada.

2. Kepada pemerintah Desa Parbuluan VI sebaiknya tidak melupakan
perkembangan peraturan Bupati yang telah diterbitkan. Walaupun dalam
Permendagri No.113 tahun 2014 tidak menetapkan jumlah penggunaan
ADD sebaiknya pemerintah Desa tidak menggunakan hanya pada satu sub
bidang saja, melainkan juga menggunakan pada sub bidang lainnya. Hal ini
dikarenakan akan dapat mimicu kecurigaan penyalahgunaan ADD bagi para
pembaca atau pun para peneliti lain.

3. Kepada akademisi sebelum melangkah dalam memahami pengelolaan ADD
harus terlebih dahulu mehami peraturan-peraturan yang terkait dalam
pengelolaannya agar tercapai tingkat pengelolaan yang akuntabel dan dapat

di pertanggungjawabkan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan

Responden

Tahap

Bagaimana mekanisme
perencanaan
pengelolaan ADD yang
dilakukan oleh
Pemerintah Desa?

Rikardo Sihotang
( Sekertaris Desa)

Bagaimana tingkat
partisipasi masyarakat
dalam proses
perencanaan
pengelolaan ADD?

Rikardo Sihotang
(Sekertaris Desa), Tokoh
Masyarakat.

Perencanaan

Bagaimana pemerintah
Desa melaksanakan
prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan
ADD?

Herbet Sinaga (KAUR
Keuangan)

Bagaima pemerintah
Desa melaksanakan
prinsip tranparansi
dalam pelaksanaan
ADD?

Herbet Sinaga (KAUR
Keuangan)

Pelaksanaan

Bagaimana pemerintah
Desa menerapkan
prinsip akuntabilitas
dalam
pertanggungjawaban
pengelolaan ADD?

Jabengar
(Kepala Desa)

Sihotang

Apa saja jenis pelaporan
yang dilakukan oleh
pemerintah Desa dalam
proses
pertanggungjawaban
pengelolaan ADD?

Jabengar
(Kepala Desa)

Sihotang

Pertanggungjawaban
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Lampiran 2 : Daftar Jawaban Hasil Wawancara

Pertanyaan

Jawaban

Responden

Tahap

1. Bagaimana
mekanisme
perencanaan
pengelolaan

Pemerintah Desa?

ADD
yang dilakukan oleh

Tahap perencanaan
Pemanfaatan ADD di Desa
Parbuluan VI Kab. Dairi,
diawali dengan pembentukan
tim pelaksana dan proses
perencanaan dilakukan dengan
model  partisipatif  dalam
musrenbang. Tim pelaksana
ADD yang dimaksud dalam
perencanaan tersebut terdiri
dari Kepala Desa selaku
Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK),
lalu ada saya sendiri kardo
sihotang sekretaris desa selaku
Penanggung Jawab
Administrasi Kegiatan (PJAK)
dan ada pak sinaga bendahara
desa selaku Kepala Urusan
Keuangan (KUK) dan di bantu
oleh lembaga kemasyarakatan
di desa. Setelah terbentuk tim
pelaksananya Kepala Desa dan
BPD  melakukan pramusdes
untuk membahas program yang
akan dituang dalam RAPBDes
baru setelah terbentuk
diadakanlah ~ Musrembangdes
dengan masyarakat dan
lembaga masyarakat. Kalo uda
terkumpul itu semua masyarakat
dan pihak terkait barulah
disampaikan  program yang
telah di bahas pada pramusdes
sebelumnya. Baik nanti saran,
kritik,  ataupun  perubahan
lainnya  diputuskan  dalam
musrembangdes itu.

Rikardo Sihotang
( Sekertaris Desa)

Perencanaan

2. Bagaimana
partisipasi
masyarakat

tingkat

dalam
proses perencanaan
pengelolaan ADD?

“Dalam proses musrembang
vang  dilakukan di  Desa
Parbuluan VI ,partisipasi
lembaga desa dan masyarakat
tergolong aktif. Masyarakat
yvang hadir lumayan banyak.
Hal ini dari tahun ke tahun
masyarakat mempunyai Hasrat

Rikardo Sihotang
(Sekertaris Desa)

Perencanaan
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yvang kuat untuk membangun
Desa Parbuluan V1.

Kami warga Desa Parbuluan VI
sangat antusias dalam
Musrenbang yang di lakukan
oleh pemerintah Desa, karena
hal ini menjadi suatu jalan bagi
kami  untuk  menyampaikan
aspirasi yang menjadi
kebutuhan  kami di  Desa
Parbuluan VI ini.

Tokoh

Masyarakat

3. Bagaimana
pemerintah
melaksanakan

ADD?

Desa

prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan

Dalam penggunaan APBDes
pemerintah Desa masih
mengacu pada Permendagri
113 tahun 2014 yang dimana
dalam peraturan tersebut lebih
mengarah terhadap prioritas
yvang menjadi kebutuhan Desa
dan masyarakatnya. Termasuk
lah dari segala pendapatan
Desa mulai dari dana Desa,
ADD, BHPRD, dan pendapatan
asli Desa. Tidak ada ketentuan
dalam penggunaan ADD harus
sekian  persen, melainkan
digunakan apa yang menjadi
pokok prioritas kebutuhan Desa
dan Masyarakat. Itu sebabnya
muncul Peraturan Desa yang
dimana  peraturan  tersebut
berisi RKPDes, RKD, dll yang
telah disepakti antara
pemerintah Desa, Kecamatan,
dan elemen masyarakat

Herbet
(KAUR
Keuangan)

Sinaga | Pelaksanaan

4. Bagaima pemerintah

Desa melaksanakan
prinsip  tranparansi
dalam pelaksanaan

ADD?

Sebelum dana dicairkan terlebih
dahulu setiap program yang
akan dijalankan terlebih dahulu
harus menyertakan SPP yang
telah di  identifikasi  dulu
mengenai  pengadaan biaya
kepada Sekertaris Desa. Setelah
Sekertaris Desa
menandatanganinya baru bisa
dicairkan  uangnya.  Itupun
Jjumlahnya harus sesuai dengan
yang telah direncanakan, baru
barang-barang yang akan dibeli
dan lain sebagainya. Setelah

Herbet
(KAUR
Keuangan)

Sinaga | Pelaksanaan
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ada bukti barulah bisa di buat

laporannya untuk
dipertanggungjawabkan.
5. Bagaimana Kami selalu terbuka kepada | Jabengar Sihotang | Pertanggungjawaban

pemerintah Desa | masyarakat kami yang ingin | (Kepala Desa)
menerapkan prinsip | mengikuti perkembangan dari
akuntabilitas dalam | program Desa yang dijalankan
pertanggungjawaban | boleh langsung datang ke Balai
pengelolaan ADD? | Desa. Kita juga bikin buku
laporan  keuangannya  bagi
masyarakat yang ingin
mengetahuinya  dari  awal
periode saya menjabat hingga
akhir periode saya nanti.

6. Apa saja jenis | Laporan pertanggungjawaban | Jabengar Sihotang | Pertanggungjawaban
pelaporan yang | harus disampaikan pertama | (Kepala Desa)
dilakukan oleh | kepada pemerintah Daerah lalu
pemerintah Desa | kepada masyarakat. Laporan
dalam proses | yang dikasih pun harus memuat
pertanggungjawaban | pendapatan yang diterima Desa
pengelolaan ADD? | berapa selama satu tahun, baru

belanja desanya yang

digunakan berapa, pembiayaan
vang dilakukan juga berapa
semua harus ada dalam laporan
tersebut. Semua itu nanti
dibentuk dalam format laporan
pertanggungjawaban,  format
kekayaan milik desa, format
laporan  program yang di
Jjalankan pemerintah.
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Lampiran 3 : Gambar wawancara dengan responden

a. Wawancaara dengan Sekretaris Desa
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b. Wawancara dengan Bendahara Desa.
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c. Wawancara dengan Kepala Desa
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Lampiran 4 : Gambar Peserta Musrembang

a. Musrembang Tahun 2017

b. Musrenbang Tahun 2018
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c. Musrembang Tahun 2019

d. Musrembang Tahun 2020
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Lampiran 5 : Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI

A. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2017
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B. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2018
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C. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2019
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D. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2020
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